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ABSTRAK

UPAYA SATGAS SABER PUNGLI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR PEMBUATAN SERTIFIKAT
TANAH

Oleh
WIDYA ADE SEPTESHA

Tingginya tingkat ketidakpastian terhadap pelayanan pembuatan sertifikat tanah
akibat prosedur yang panjang dan melelahkan merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan
liar dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan sertifikat tanah. Adanya praktik
pungli pembuatan sertifikat tanah maka dibentuklah Satgas Saber Pungli
berdasarkan  surat keputusan  Gubernur  Provinsi Lampung Nomor:
G.638/B.111/HK/2016 tentang pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah upaya Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana
pungutan liar pembutan sertifikat tanah dan apakah yang menjadi faktor
penghambat Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan
liar pembutan sertifikat tanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis
normatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Anggota Tim Saber Pungli Polda
Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan,
selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa (1) Upaya
Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar
pembuatan sertifikat tanah yaitu dengan upaya Pre-Emtif dimana Tim Satgas
Saber Pungli memberi himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum agar
tidak melakukan pungli. Upaya Preventif Tim Satgas Saber Pungli adalah
mencegah terjadinya pungli dan masyarakat harus memberi informasi bila
terindikasi adanya pungli, serta melakukan penyelidikan terkait adanya laporan
dari masyarakat. Upaya Represif Tim Satgas Saber Pungli melakukan suatu
tindakan yang membuat pelaku menjadi jera. (2) Faktor penghambat dalam upaya
Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar
pembuatan sertifikat tanah yaitu belum adanya peraturan yang mengatur tentang
pungli secara khusus. Masih lemahnya koordinasi antara penegak hukum
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dengan instansi terkait yaitu BPN sebagai penyeienggara negara. Kurangnya
peran aktif dari masyarakat baik sebagai pelapor atau saksi terhadap pungli. Dan
masyarakat menganggap pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih,
yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam
kehidupan masyarakat di Indonesia.

Saran dalam penelitian ini adalah Tim Satgas Saber Pungli dan Instansi terkait
lainnya, hendaknya meningkatkan upaya pencegahan berupa sosialisasi dan
penyuluhan hukum kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai pembuatan
sertifikat tanah, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat
mengenai prosedur pembuatan sertifikat tanah. Hendaknya Tim Satgas Saber
Pungli lebih pro-aktif dalam pemberantasan praktek pungli. Seperti perlu adanya
mata-mata seperti Intelijen khusus yang menangani di kantor BPN sehingga tidak
hanya menunggu laporan dari masyarakat. Satgas Saber Pungli juga diharapkan
membuka hotline selama 24 Jam, sehingga masyarakat lebih mudah untuk
menghubungi Tim Satgas Saber Pungli bila terindikasi adanya pungutan liar
sertifikat tanah.

Kata kunci: Upaya Tim Satgas Saber Pungli, Penanggulangan, Pungutan
Liar Sertifikat Tanah
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l. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di Indonesia dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik masih
banyak ketidakpastian akan biaya, waktu dan cara pelayanan yang tidak jelas bagi
pengguna pelayanan.! Hal ini terjadi karena prosedur tersebut cenderung hanya
mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. Dari
ketidakpastian yang sangat tinggi ini dapat mendorong warga untuk membayar
pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan dapat diperoleh dengan cepat,
dan mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan

pelayanannya dari pada menyelesaikannya sendiri.

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pada pelayanan harus bersikap disiplin.
Sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Disamping
itu juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku oknum pemberi
pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, dan diskriminatif.> Pelayanan
kepentingan umum merupakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh konstitusi

kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

! Agus Dwiyanto, dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi

Kependudukan dan Kebijakan (PPSK) UGM.2002.

2 Edy Topo Azhari. “ Upaya Mening-katkan Kinerja Pelayanan Publik”.2003.



Berbicara mengenai kepentingan umum erat hubungannya dengan kewenangan
yang dimiliki pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.?
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah Undang-
Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang
merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik
dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan

antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Setiap masyarakat memerlukan berbagai jenis pelayanan publik, mulai dari urusan
sosial dan politik, sebagai contoh dimulai dari pembuatan Akte Lahir, Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis,
seperti izin berusaha dan berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun
melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada
berbagai jenis pelayanan publik lainnya.* Tingginya tingkat ketidakpastian
terhadap pelayanan akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan
melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang
menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang melakukan tindak
pidana korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.’

Yopie Morya |.P. Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: CV Keni
Media. 2012. him. 1.

* Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. 2006. him. 52.

5 BPKP.Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada  Pengelolaan
PelayananMasyarakat. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN R1.2002. hal. 6.



Desakan publik yang kuat bagi pemerintahan baru untuk memberantas korupsi
telah melahirkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan
Undang-Undang No. 3 tahun 1971, karena Undang-Undang No. 3 tahun 1971
dipandang oleh berbagai kalangan mempunyai banyak kelemahan, sehingga
banyak koruptor yang lolos dari jerat hukum.® Sedangkan saat ini pungutan liar itu
memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili,
melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau

administratif terhadap mereka.

Perumusan pungutan liar selain diatur pada Pasal 423 KUHP ada Pasal yang
diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi yaitu Pasal 12 huruf e, namun perbedaan terletak padaadanya perumusan
yaitu subjek atau orang yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan
ketentuan Pasal 423 KUHP hanya mengatur bahwa sanksi pidana hanya dapat
diberikan kepada pelaku yang merupakan pegawai negri dalam artian warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

Akan tetapi dalam perumusan Pasal 12 huruf e diatur secara lebih luas yaitu
sanksi pidana yang dikenakan kepada penyelenggara negara yang dimaksudkan
penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,

legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya

®  Aziz Syamsuddin.Tindak Pidana Khusus.Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hal. 140.



berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini pegawai BPN termasuk
dalam penyelenggara negara. Adapun perumusan Pasal 423 KUHP yang diadopsi
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
adalah sebagai berikut:
“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu
pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau
melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun”
Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan
kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran, sebenarnya tidak
seorangpun dapat dapat dipaksa melakuakan sutau pembayaran kecuali jika

pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu

peraturan undang-undang.”’

Sedangkan perumusan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 yaitu:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, akan dipidana dengan
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling
lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling
banyak Rp 1 miliar.”

" P.AF, Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana

Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.hal. 390.



Hal ini secara khusus juga yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001, tentang pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negri
yang membedakan antara pengaturan Pasal 423 KUHP dengan Pasal 12 huruf e
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah sanksi pidana yang diberikan
kepada pegawai negri atau penyelenggara negara yang melakukan pungutan liar
yaitu ancaman pidananya pada Pasal 12 huruf e adalah penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan ada akumulasi pemberian
pidana denda yaitu 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dalam hal ini tidak

adanya pemberatan sanksi pidana selain yang terdapat pada Pasal 423 KUHP.

Tindak pidana korupsi yang merupakan suatu tindak pidana yang extraordinary
crime maka harus diperlukan secara khusus yaitu dengan adanya Undang-Undang
peraturan khusus terhadap tindak pidana pungli yang dilakukan oleh pegawai
BPN atau pegawai negri itu bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 12 huruf e
yaitu berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali yaitu hukum yang
bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pemberantasan
pungutan liar yang selanjutnya disebut dengan pungli harus dilakukan secara
terpadu yaitu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral
manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan

prefentif.

Satgas Saber Pungli ini, disahkan pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Presiden menilai pungli harus segera terselesaikan akibat kerugian yang diderita

negara karena tindak pidana pungli, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016



diadakan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur se-Indonesia di Istana
Negara.® Selain itu, Satgas Saber Pungli juga berwenang melakukan operasi
tangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d. Pemerintah
menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan

tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.

Salah satu bentuk pungutan liar yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah
pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat BPN pada saat dilaksanakannya
pengurusan sertifikat tanah. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat untuk
pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan
oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.” Yang
merupakan bukti dokumen otentik yang sangat berpengaruh bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2018 telah terjadi sekitar 2
sengketa tanah tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh oknum BPN

kantor wilayah Provinsi Lampung.°

Pelaku di dalam tindak pidana pungutan liar bisa dikatagorikan sebagai pemberi
ataupun penerima. Sekalipun pemberi adalah korban, namun pemberi tetap
sebagai pelaku kejahatan. Hanya saja, ada satu catatan, sejauh manakah
pemerintah bisa menjamin proses pelayanan publik tidak akan panjang, rumit dan
berbelit. Pasalnya proses panjang, rumit dan berbelit ini adalah awal dari semua

kejahatan pungli. Unsur melawan hukum sangat diperlukan dalam menentukan

®  https://saberpungli.id/tentang, diakses pada 10 April 2018 pukul 10.43 WIB

° llman Hadi. Akta PPAT dan Bukti Kepemilikan Tanah. diakses dari
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/[t501e404f15f5b /akta-ppat-dan-bukti-kepemilikan-
tanah, pada tanggal8 september 2016, pukul 14:40 Wita.

Asrul Septian Malik. http://www.lampost.co/berita-bpn-sebut-ada-17-perkara-sengketa-tanah-
strategis-di-lampung. html
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bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Pengertian unsur
melawan hukum dalam kasus pungutan liar apakah memenuhi Undang-Undang
tindak pidana korupsi sehingga dapat dikategorikan pungutan liar sebagai tindak
pidana korupsi pungutan liar terhadap sertifikat tanah yang belum lama ini Tim
Saber Pungli Polda melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum

Pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung.

Salah contoh kasus praktik pungutan liar yang seharusnya disebut pungli di
Kantor Wilayah BPN adalah, Tim Saber Pungli melakukan OTT di Kantor
Wilayah BPN Kabupaten Pringsewu pada hari Jum’at, 23 Maret 2018, dalam hasil
OTT tersebut Satgas Saber Pungli menetapkan DF (31) yang berjabat sebagai
kasubsi penetapan dan pemberdayaan hak tanah masyarakat dengan barang bukti
ditemukan uang sejumlah Rp 2.100.000,- dari tangan tersangka yang diduga
upaya mempermudah proses pengurusan suraat-surat tanah. Dari penggeledahan
tersebut diamankan Notebook, buku agenda, buku kerja, 2 HP dan 4 lembar nota

dinas PNBP serta buku kontrol '

Dalam kasus OTT lain tim Satgas Saber Pungli berhasil melakukan penangkapan
praktik pidana pungli yang dilakukan pleh Pejabat Kanwil Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Lampung. Pada kasus OTT Pejabat BPN Bandar Lampung yang

bertindak sebagai pengukur tanah, tersangka diduga menerima pungli terkait

11 Widodo. https://www.jawapos.com/jpg-today/25/03/2018/pungli-pembuatan-surat-tanah-
pegawai-bpn-dicokok-polisi Diakses pada 24 Maret 2018 Pukul 21.40 WIB



https://www.jawapos.com/jpg-today/25/03/2018/pungli-pembuatan-surat-tanah-pegawai-bpn-dicokok-polisi
https://www.jawapos.com/jpg-today/25/03/2018/pungli-pembuatan-surat-tanah-pegawai-bpn-dicokok-polisi

proses pembuatan sertifikat tanah dengan barang bukti ditemukan uang sejumlah

Rp 50.000.000,- guna penggunaan pembuatan Sertifikat Tanah.'?

Tersangka dalam kasus diatas, dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Pelaku
diancamdengan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Tipikor, yakni Pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, akan
dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun
dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling

banyak Rp 1 miliar.

Melihat dari beberapa kasus tindak pidana pungutan liar yang dilakukan pada saat
pengurusan sertifikat tanah tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah
masyarakat tentang mengapa masih banyak terjadi kasus tindak pidana pungutan
liar dalam pengurusan sertifikat tanah, sejaun mana upaya Satgas Saber Pungli
dalam penyelesaian permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Upaya Satgas
Saber Pungli Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar

Pembuatan Sertifikat Tanah”.

12 Hanif Mustafa.  http://lampung.tribunnews.com/2018/09/05/0knum-pejabat-bpn-provinsi-
lampung-kena-ott-saber-pungli-polda-lampung Diakses pada 5 September 2018 Pukul 13:26
wIB
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan

dalam penelitian ini adalah :

a). Bagaimanakah upaya Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak
pidana pungutan liar pembutan sertifikat tanah?

b). Apakah yang menjadi faktor penghambat Satgas Saber Pungli dalam
penanggulangan tindak pidana pungutan liar pembutan sertifikat tanah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup substansi yaitu hukum

pidana formil khususnya tentang Upaya Satgas Saber Pungli Dalam

Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Pembuatan Sertifikat Tanah.

Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah pada wilayah hukum Polda Lampung dan

waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a). Untuk mengetahui upaya Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak
pidana pungutan liar pembuatan sertifikat tanah.

b). Untuk mengetahui faktor penghambat Satgas Saber Pungli dalam

penanggulanagan tindak pidana pungutan liar pembuatan sertifikat tanah.



b).

D.

1.

10

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :
Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian
ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka
memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan beberapa
permasalahan tentang upaya Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan
tindak pidana pungutan liar pembuatan sertifikat tanah.

Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
dan memperluas pengetahuan bagi pihak penegak hukum dalam memperluas
serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga
dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparatur penegak
hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat
dijadikan sebagai masukan dalam rangka menganalisa dan mempelajari
berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai upaya Satgas Saber
Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar pembuatan

sertifikat tanah.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan
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identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.*®

Penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan

analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap

pembahasan yang dilakukan memiliki landasan teoritis. Kerangka teoritis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya
berlainan tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu
kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa
daerah dan sampai kekota-kota kecil. Penanggulangan kejahatan dalam
kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal
policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk
menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional

yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Diadakannya rangka penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-
usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku
yang telah mendapatkan putusan bersalah. Pencegahan dari suatu kejahatan
merupakan usaha yang lebih baik dari pada melakukan usaha perbaikan. Pada
dasarnya apabila kejahatan tersebut dapat di cegah maka seseorang tersebut
tidak akan terjerumus pada dunia kejahatan. Ada tiga cara atau tiga metode
dalam hal penanggulangan, yaitu pre-emtif (upaya awal yang dilakukan oleh

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana), preventif

3 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Ul Press.2010. him. 125.
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(mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha yang

dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan)."

1) Upaya represif yaitu upaya yang meliputi rangkaian kegiatan penindakan
yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan
yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk
kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa
lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

2) Upaya preventif yaitu upaya yang meliputi rangkaian kegiatan yang
ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan.
Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di
lokasi yang diperkirakan mengandung “police hazard”, termasuk juga
kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi
segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya
pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

3) Upaya pre-emtif yaitu upaya yang berupa rangkaian kegiatan yang
ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen
pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-
faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya
sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah
berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan
upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi

kemungkinan timbulnya kejahatan.™

" Soedjono D. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni. 1976.
® Sunarto DM, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung: AURA,
2016, him. 44.
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Barnest dan Teeters memberi pendapat terkait pernyatan di atas menunjukkan
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah
laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain
perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor

biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.*®

b. Tugas dan Fungsi Tim Satgas Saber Pungli

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan

pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan

personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di

kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas

dan fungsi pemberantasan pungutan liar, Satgas Saber Pungli mempunyai

wewenang:

1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementrian/lembaga dan
pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

3) Mengoordinasikan,  merencanakan, dan  melaksanakan  operasi
pemberantasan pungutan liar;

4) Melakukan operasi tangkap tangan;

5) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementrian/lembaga serta
kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku

pungli sesuai dengan ketentuan peraturn perundang-undangan;

1% Ramli Atmasasmita. Kapita Selekta Kriminologi. Armico. Bandung. 1993. him. 79.



6) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas dan unit

Saber Pungli di setiap instansi penyeenggara pelayanan pubik kepada

pimpinan kementrian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan

7) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

c. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghambat penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto adalah :*'

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus
merupakan dasar bagi bekerjanya sistern hukum dalam kenyataan. Baik
buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap
para penegak hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum
tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterirna dan dipahami
oleh para penegak hukum. Dengan dernikian, baik buruknya substansi
hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang
diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, sebagal hasil aktual
dari bekerjanya sistem hukum, maka substansi hukum pada hakikatnya
merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para

penegak hukum.

. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

petugas kurang baik,ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

7" Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum. Cetakan

Kelima.Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.him. 42.
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keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian
penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal
yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami
hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang
kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih
diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis
yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari
pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,
sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat
terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum
yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu
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mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak,
berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan
orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok
tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus

dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari definisi

yang berkaitan dengan istilah itu. Berdsarkan definisi tersebut, maka batasan
pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya adalah sebagai suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang atau badan yang melaksanakan kegiatannya dalam rangka untuk
mewujudkan tujuan ataupun maksud dari apa yang dikerjakan.'®

b. Satgas atau Satuan Tugas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk
untuk mengerjakan tugas tertentu.*®

c. Saber atau Sapu Bersih adalah suatu perumpamaan yang mengandung arti
membersihkan secara tuntas permasalahan yang ada di masyarakat.

d. Pungutan Liar adalah salah satu bentuk korupsi yang ditandai dengan adanya
para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan
sejumlah uang atau materi lain diluar ketentuan peraturan. Pungli ini
umumnya dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau

berurusan dengan instansi pemerintah.?

18 poerwadarminta.Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1991. him. 1132.
19 https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Tugas
20 Eddy Mulyadi Soepardi. Op Cit. him. 4
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Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah
dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan
kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif
dan refresif.”*

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib
hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku,
dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.?

Sertifikat Tanah adalah Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat untuk
pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat

dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas

tanah.?®

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh

Program Studi IImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan

sebagai berikut:

21

22

23

Ray Pratama. “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui
http://raypratama.blogspot.com.diakses tanggal 29 November 2013 pukul 11.15 Wib.

P.A.F Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
1996. him.16

llman Hadi. Akta PPAT dan Bukti Kepemilikan Tanah. diakses dari
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/[t501e404f15f 5b/akta-ppat-dan-bukti-kepemilikan-
tanah,pada tanggal 8 september 2016, pukul 14:40 Wita.
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I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang
Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian,
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan
tentang upaya Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan
liar pembuatan sertifikat tanah.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai upaya
Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar
pembuatan sertifikat tanah.

I11. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian
empiris dan normatif, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan
masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta
tahap terakhir yaitu analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil
penelitian ini, yaitu upaya untuk menanggulangi dan faktor penghambat Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam upaya penanggulangan tindak pidana

pungutan liar pembuatan sertifikat tanah.
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V. PENUTUP
Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan pemikiran atau saran-

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu strafbaarfeit, namun demikian belum ada penjelasan yang secara
resmi tentang apa definisi strafbaarfeit. Oleh karenanya masing-masing para ahli
hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi dan sudut
pandang mereka masing-masing. Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni,
straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan
sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan sebagai dapat
dan boleh sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa,

pelanggaran, dan perbuatan.?*

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian strafbaarfeit, antara lain
sebagai berikut:
1. Menurut Pompe pengertian strafbaarfeit dibedakan menjadi:
a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan dancam dengan pidana
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

umum.

24 Adami Chazawi.Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta.Raja Grafindo Persada. 2001.hIm.
69.
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b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam
pidana.?

2. Simons, memberi batasan rumusan pengertian streafbaarfeit adalah suatu
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat
dihukum.”®

3. Wirjono Prodjodikoro, menerjemahkan istilah strafbaarfeit sama dengan
tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukum pidana.?’

4. Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, kata perbuatan dalam
perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang
merujuk pada dua kejadian yang konkret, yaitu:?®
a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang;

b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Jadi pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.?

25

26

27

28
29

Bambang Poernomo. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana.
Bina Aksara. Jakarta. 1997.hIm.86.

P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
1997.him.34.

Wirjono Prodjodikoro.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta. PT. Eresco. 1981. him.
12.

Suharto RM. Hukum Pidana Materil. Jakarta:Sinar Grafika.1996. him.29

Moeljanto. Asas-asas Hukum Pidana. Cetakan kedelapan. Edisi revisi. Rineka Cipta. 2008.
Him. 59.
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menjabarkan rumusan delik ke dalam unsur-unsur, maka yang dapat kita jumpai
adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang
telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Untuk
mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat
tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang
dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat
tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu
tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau dapat merupakan “hal melakukan
sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang terakhir ini di dalam doktrin

juga sering disebut sebagai “een nalaten”. ¥

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya
dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif
dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “’subyektif” adalah unsur-unsur
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan
termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.*

% p AF. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
2013. him. 192-193.
1 Lamintang. 1984. Op. cit. him. 183.
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Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

=

Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).

2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam
kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan
tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.

2. Kualitas si pelaku.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan

suatu kenyataan sebagai akibat.*

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit), beberapa
pendapat para sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana dengan aliran monistis
dan aliran dualistis.

a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis mengatakan bahwa
pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah “Een strafbaar gestelde,
onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een
toerekeningsvatbaar persoon”.

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur

tindak pidana menurut Simons adalah :

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3) Melawan hukum (onrechtmatig);

%2 1bid. him. 184.
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4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsyatbaar
persoon).*

b. Van Hamel, menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en
mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.
Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2) Bersifat melawan hukum;

3) Dilakukan dengan kesalahan dan

4) Patut dipidana.

c. E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk
adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:
1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).

3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.

4. Diancam dengan pidana.*

Beberapa kesimpulan pendapat sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa
tidakadanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.Selain
monistis, dikenal juga dengan demikian perbuatan tindak pidana yang meliputi
pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljanto disebut

pandangan yang bersifat “dualistis”.

%% Sudarto.op.cit. him. 32.
** " Ibid. him. 33.
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Moeljanto menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-
unsur :

1. Perbuatan oleh manusia.

2. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil).

3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan Asas Legalitas yang tersimpan
dalam Pasal 1Ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena
perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan
yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan
atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-
citakan oleh masyarakat itu.*> Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran

dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.*

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai
perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang
menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara
konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang
berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat
dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum
mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat

pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana.

%5 Sudarto.op.cit. him. 27.
% Ibid. him. 27.
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Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan

pidana harus lengkap adanya.*’

3. Subjek Tindak Pidana

Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungjawaban pidana
bersifat pribadi. Artinya, barang siapa melakukan tindak pidana, maka ia harus
bertanggungjawab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar
penghapus pidana.® Selanjutnya, dalam pidana dikenal juga adanya konsep
penyertaan (deelneming). Konsep penyertaan ini berarti ada dua orang atau lebih
mengambil bagian untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana.

Menjadi persoalan, siapa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana,
dalam hukum pidana kualifikasi pelaku (subjek) tindak pidana diatur dalam Pasal
55-56 KUHP terdapat lima bentuk, yaitu sebagai berikut:*

a. Mereka yang melakukan (dader). Satu orang atau lebih yang melakukan
tindak pidana.

b. Menyuruh melakukan (doen plegen). Dalam bentuk menyuruh melakukan,
penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana,
melainkan (menyuruh) orang lain.

c. Mereka yang turut serta (medeplegen). Adalah seseorang yang mempunyai
niat sama dengan niat orang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai
kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan.

d. Penggerakan (uitlokking). Penggerakan atau dikenal juga sebagai Uitlokking
unsur perbuatan melakukan orang lain melakukan perbuatan dengan cara
memberikan/menjanjikan sesuatu, dengan ancaman kekerasan, penyesatan
menyalahgunakan martabat dan kekuasaan beserta pemberian kesempatan,
sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 55 ayat 1 angka 2.

e. Pembantuan (medeplichtigheid). Pada pembantuan pihak yang melakukan
membantu mengetahui akan jenis kejahatan yang akan ia bantu

w

" Ibid., him. 28.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Il (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar
Peniadaan, Pemberat dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas).
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.2007., him. 16.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor. Politea. 1991. him. 73-75.

w
©

w
©
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B. Tindak Pidana Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran,
kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang
berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak
teratur, tidak tertata. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat
yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan
tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan
memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak
lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.
Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi

pungli merupakan praktek kejahatan.*

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai
Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang
yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan
pembayaran tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.** Pungutan liar termasuk dalam Kategori
kejahatan jabatan, di mana dalam konsepnya di jabarkan bahwa pejabat demi

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan

0" Ljjan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi.
Jakarta. Sinar Grafika Offset.2006, him 96.

* Tim Pengkajian SPKN RI. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada

Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. Jakarta. 2002. him.3.
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kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk

membayar atau menerima pembayaran tersebut dengan potongan, atau untuk

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

2.

Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum

Pungutan liar (Pungli) merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Dimana

dalam KUHP sudah diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan

beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan

liar adalah sebagai berikut :

a.

Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau
sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun
menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.”

Pasal 415 KUHP

“Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu
jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan
sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam
melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun”.

Pasal 418 KUHP

“Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui
atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan
dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu
pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau
melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya enam tahun”.
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Menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh

tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak

satu miliar rupiah.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut, kejahatan pungutan liar dapat dijerat

dengan tindak pidana di bawah ini:

a.

Tindak pidana penipuan.

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-
unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian
kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu
kepadanya.

Tindak pidana pemerasan.

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-
unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian
kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau
sesuatu kepadanya.

Tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kajahatan jabatan
ini, karena rumusan pada Pasal 415 merupakan Pasal penggelapan dalam
KUHP diadopsi oleh UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh
UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam Pasal 8.

Unsur-unsur Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif antara

lain, yaitu:



a.

4.
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Unsur-unsur Objektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini diatur

dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001

berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (deambtenaar)
2. Menyalahgunakan kekuasaan (misbruik van gezag);
3. Memaksa seseorang (iemand dwigen om) untuk :

a.
b.
C.

d.

Memberikan sesuatu (iets af geven);

Membayar (uitbetaling);

Menerima pembayaran dengan potongan, atau (eene terughouding
genoegen nemenbij eene uitbetaling);

Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri(een persoonlijken dienst
verrichten).

Unsur-unsur Subjektif

Pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam

rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal

dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (met het oogmerk om) menguntungkan diri

sendiri atauorang lain secara melawan hukum (zich of een ander

wederrechtelijk tebevoordelen);

2. Menguntungkan secara melawan hukum (wederrechtelijk te bevoordelen).

Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan

pungutan liar,yaitu:

1.

Penyalahgunaan wewenang.

Jabatan atau kewenangan seseorang dapatmelakukan pelanggaran disiplin
oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

Faktor mental.

Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak danmengontrol
dirinya sendiri.
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Faktor ekonomi.

Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhanhidup tidak
sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorangterdorong
untuk melakukan pungli.

Faktor kultural dan Budaya organisasi.

Budaya yang terbentuk di suatu lembagayang berjalan terus menerus terhadap
pungutan liar dan penyuapan dapatmenyebabkan pungutan liar sebagai hal
biasa.

Terbatasnya sumber daya manusia.

Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.*?

Faktor Penyebab Pungutan Liar yaitu :*

a.

Aspek Individu Pelaku :

1. Sifat tamak manusia;

2. Moral yang kurang kuat;

3. Penghasilan yang kurang mencukupi;

4. Kebutuhan hidup yang mendesak;

5. Gaya hidup yang konsumtif;

6. Malas atau tidak mau kerja;

7. Ajaran agama yang kurang diterapkan.

Aspek Organisasi

1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;

2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar;

3. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang
memadai;

4. Kelemahan sistim pengendalian manajemen;

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak

terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang

terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare

policy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindugan masyarakat (social-

defence policy).**

42

Ibid. him.15.

* http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar-pungli.html
* Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, him. 73.
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Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya

penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3.

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan
lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass

media).*®

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga

bagian yaitu, jalur Pre-emtif, jalur Preventif dan jalur Represif:

1.

Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-
entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam
usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau
menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom
Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

> Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Fajar Interpratama. Semarang.

2011. him. 45.
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kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih
mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.*

3. Represif
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan
oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan
respresif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak
pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang

setimpal atas perbuatannya.*’

D. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satgas Saber Pungli

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber
Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016.
Saat menandatangani Perpres bernomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas
Sapu Bersih Pungutan Liar tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan
jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi
penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu

sendiri.*®

Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai

tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien

A Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis

dan Hukum. Yogyakarta: Liberty. 1985, him. 46.

Soedjono D. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni. 1976. him.

32.

“® Saber pungl Langkah Serius  Pemerintah  Berantas Pungli, diakses  dari
http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-serius-
pemerintah-berantas-pungli diakses pada 28 Februari 2017 pukul 09.18 WIB.

47



http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-serius-pemerintah-berantas-pungli
http://www.kemenkumham.go.id/berita/951-press-release-saber-pungli-langkah-serius-pemerintah-berantas-pungli
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dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana,

baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Tim Satgas

Saber Pungli memiliki misi, yaitu:

1)
2)
3)
4)

5)

Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan
informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan
menggunakan Teknologi informasi;

Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata
pemerintahan dan masyarakat;

Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi/kegiatan
pemberantasan pungutan liar;

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan
standarisasi pelayanan, sesuai peraturan Perundang-undangan dan
menghapuskan pungutan liar.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2016, dalam menjalankan tugas Tim

Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga
dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
Mengoordinasikan,  merencanakan, dan  melaksanakan  operasi
pemberantasan pungutan liar;

Melakukan operasi tangkap tangan;

Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta
kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber
pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan
kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan

Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Tim Satgas Saber Pungli memiliki 4 (empat) fungsi yaitu sebagai intelijen,

pencegahan, penindakan dan yustisi. Satgas Intelijen bertugas melakukan

pemetaan pada instansi-instansi yang rawan terjadi pungli. Pada bagian ini, satgas

dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak terkait

pungli. Satgas selanjutnya yaitu pencegahan, dimana dalam hal ini satgas dapat
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melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif dan edukatif. Contoh upaya yang
dapat dilakukan adalah kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan. Selain
satgas tersebut, terdapat satgas dengan fungsi yang lain yaitu Penindakan, pada

satgas ini kewenangannya lebih pada upaya represif.

Satgas penindakan dapat menerima laporan dari masyarakat dengan melalui
teknologi informasi yang telah ada baik media sosial atau aduan secara langsung.
Selain itu, satgas penindakan dapat melakukan koordinasi untuk merencanakan
dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disingkat OTT). Satgas
terakhir adalah Yustisi, satgas yustisi merupakan bagian yang menjadi penentu.
Penentu dalam hal ini adalah dengan memberikan rekomendasi terkait sanksi yang
akan diberikan kepada pelaku pungli. Satgas Yustisi dapat membantu tugas
kehakiman dalam upaya pemberantasan pungli. Upaya yang dapat dilakukan,
salah satu caranya adalah dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan

penahanan.

Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat.
Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan pelindungan
bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan
ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan
Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan
suatu pelanggaran hukum. Salah satu cara dari pengungkapan tersebut perlu
dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa

takut. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungli, baik secara
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langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik

dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.®

2. Susunan Organisasi Tim Satgas Saber Pungli

Keanggotaan satgas saber pungli ini melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari:

Kejaksaan Agung,

©CoNoR~WNE

Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Kementerian Politik Hukum dan Keamanan,
Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
Ombudsman Republik Indonesia,

Badan Intelijen Negara, dan

Tentara Nasional Indonesia.

Susunan organisasi satgas saber pungli terdiri atas:>

Pengendali/penanggung jawab
Ketua pelaksana
Wakil ketua pelaksana |

Wakil Ketua Pelaksana Il
Sekretaris

Anggota terdiri dari unsur

: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan.

. Inspektur Pengawasan Umum KepolisianNegara
Republik Indonesia.

. Inspektur Jendral Kementerian Dalam negeri.

: Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

:Staff  Ahli  di  lingkungan  Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kejaksaan Agung.

3. Kementerian Dalam Negeri.

4. Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis
TransaksiKeuangan.

6. Ombudsman Republik Indonesia.

7. Badan Intelejen Negara.

8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.

9 Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, h. 5.
*0 Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, h. 2-3.
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E. Tinjauan Umum Sertifikat Tanah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Ayat 2
huruf (c) disebutkan “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.” Sebagaimana yang dijabarkan oleh Pasal 19 diatas
yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang berakhir adalah pemberian tanda bukti hak
yang berlaku sebagai “alat pembuktian yang kuat”, jelas bahwa UUPA menganut
system negatif dalam hal pendaftaran tanah.”* Adanya tujuan dari diterbitkannya
sertifikat ini adalah untuk difungsikannya sebagai barang bukti yang kuat dan sah

dimata hukum (Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997).

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 adalah sistem pendaftaran hak (registration oftitles), bukan sistem
pendaftaran akta (registration of deeds). Sistem pendaftaran hak tampak dengan
adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis
yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda

bukti hak yang didaftar.>

Sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, sertifikat sebagai alat pembuktian
atas hak tanah terkuat pun diterbitkan pemerintah melalui Badan Pertanahan

Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rl merupakan lembaga pemerintah

1 M. Arba, Op.cit, him. 157

°2 Boedi Harsono (Selanjutnya disebut Boedi Harsono-1),Hukum Agraria Indonesia Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta,Djambatan,
2003, him. 484
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nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,
dimana BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Pasal 1 dan 2, Perpres RI No. 63 Tahun 2013).>

Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan pejabat
yang menandatangani sertifikat, adalah:

a. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sertifikat ditandatangani oleh
Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.

b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang Dbersifat individual
(perseorangan), sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.

c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat masal, sertifikat
ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas
nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 5 huruf (b) menyatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang dituntuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas pejabat pembuat akta Negara sebagaimana
permintaan pemerintah untuk dan demi keperluan Negara. Mengingat pendaftaran
tanah dilakukan secara sistematis dan umumnya masal maka Kepala Kantor
Pertanahan dibantu Panitia khusus atau Ajudikasi. Ajudikasi terdiri dari:>*
a. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai
kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
b. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai
kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

c. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong
Desa/Kelurahan yang ditunjukknya.

%% Peraturan Presiden Rl No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia.

> Sudirman Saad, Memahami Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, Majalah ERA HUKUM No. 14 Tahun 1V, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
Oktober, 1997, Jakarta.



1. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu ataubeberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.”

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam
kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,
baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan upaya
Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar
pembuatan sertifikat tanah.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat
danmenelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut
asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan
hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian
ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk
memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala

dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas

> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, him. 43.
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kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui
statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan

pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) data yaitu:

1.

Data Primer

adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu
Polda Lampung. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap
pihak-pihak yang menangani kasus ini dan dianggap telah mengetahui atau

menguasai permasalahan yang akan dibahas.

Data Sekunder
adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari
dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-

undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukumyaitu:

a.

Bahan Hukum Primer, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor
73Tahun 1959 tentang Pemberlakuan Kitab  Undang-Undang
HukumPidana.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

UndangHukum Acara Pidana.
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3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana
Korupsi.

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan bahan hukum primer,

terdiri dari:

1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 155).

2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum testier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus, literatur dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi
sumber) informasi. Narasumber (responden) dalam penelitian bahasa sangatlah
penting kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Terlebih
dahulu ditentukan beberapa persyaratan tersebut menyangkut hal-hal yang
berhubungan dengan usia, pendidikan, asal-usul, kemampuan dan kemurnian

bahasa narasumber.
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Penentuan narasumber ditentukan dengan tujuan yang telah dicapai terhadap
masalah yang hendak dicapai, maka narasumber dalam penelitian skripsi ini
adalah:

1. Anggota Tim Satgas Saber Pungli Polda Lampung 1 orang

2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung lorang+

Jumlah 2 orang
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan

studilapangan:

a. Studi pustaka (library research)
adalah pengumpulan data dengan menelaahdan mengutip dari bahan
kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi lapangan (field research)
dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di
lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan® Studi
lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), vyaitu
mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

% 1bid, him.61.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan

data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat

mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi

tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data.
Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
yangditeliti.

b. Klasifikasi Data.
Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan
dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat
untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data.
Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu
kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai

sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca
dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab
permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif,

artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian
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kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik
kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik
kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara

umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

ditarik kesimpulan yaitu:

1.  Upaya Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan tindak pidana pungutan
liar pembuatan sertifikat tanah:

a. Upaya Pre-emtif yang sudah dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli
adalah memberi himbauan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum
terkait pungli sertifikat tanah dan instansi pemerintah serta masyarakat
yang membutuhkan pelayanan tidak melakukan perbuatan pungli.

b. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli adalah
mencegah terjadinya pungli dan masyarakat harus memberi informasi
kepada Tim Satgas Saber Pungli bila terjadi indikasi dugaan pungli serta
melakukan penyelidikan terkait adanya laporan dari masyarakat.

c. Upaya Represif yang sudah dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli yaitu
dengan cara melakukan suatu tindakan yang membuat pelaku menjadi
jera. Dimana pihak Tim Satgas Saber Pungli ini ketika telah terjadi
tindak pidana pungutan liar akan melakukan penyelidikan sampai
akhirnya dapat dibuktikan dipersidangan dan dijatuhkan pidana yang

maksimal.
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Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana

pungutan liar yaitu:

a. Faktor perundang-undangan, dimana belum adanya peraturan Undang-
undang yang mengatur tentang pungli secara khusus dan ketidak jelasan
arti  kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat
kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya sehingga di
persamakan dengan unsur pemerasan, suap dan korupsi.

b. Faktor penegak hukum, dimana lemahnya koordinasi antara penegak
hukum dengan instansi terkait yaitu BPN sebagai penyelenggara negara.

c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya keengganan berperan aktif serta
dalam penegakan hukum khususnya terhadap pungli, baik sebagai
pelapor atau saksi. Masyarakat cenderung menganggap pungutan liar
adalah sebuah hal yang wajar.

d. Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan
tindak pidana pungutan liar, masyarakat menganggap pungutan liar
adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian pemikiran yang
seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat di

Indonesia.



B.

75

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah ;

1.

Hendaknya Tim Satgas Saber Pungli dan Instansi terkait lainnya,
meningkatkan upaya pencegahan berupa sosialisasi atau penyuluhan hukum
kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai pembuatan sertifikat tanah,
agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai
prosedur pembuatan sertifikat tanah. Tim Satgas Saber Pungli pula harus
menindak tegas setiap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana

pungutan liar sehingga kasus pungutan liar berkurang.

Hendaknya Tim Satgas Saber Pungli lebih pro-aktif dalam pemberantasan
praktek pungli. Seperti perlu adanya mata-mata seperti Intelijen khusus yang
menangani di kantor BPN sehingga tidak hanya menunggu laporan dari
masyarakat. Satgas Saber Pungli juga diharapkan membuka hotline selama
24 Jam, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menghubungi Tim Satgas

Saber Pungli bila terindikasi adanya pungutan liar sertifikat tanah.
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